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Data analysis in this study used the Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) version 26 application. The results
showed that simultaneously, the four independent variables
significantly affected the dependent variable, namely
taxpayer compliance. However, partially, only the tax
sanction variable has a significant impact on taxpayer
compliance. The coefficient of determination shows a figure
© 2025 The Authors. This open access of 0.207, indicating that these four variables can explain

article is distributed under a (CC-BY 20.7% of the variation in taxpayer compliance. Based on
License these results, tax sanctions are dominant in increasing
motor vehicle taxpayer compliance in Merauke Regency.

BY Local governments are expected to strengthen the

application of sanctions and improve the effectiveness of
tax socialization and education to the public.

Keywords: T7axpayer Compliance, Tax Socialization,
Taxpayer Awareness. Tax Sanctions, Tax Socialization,
SAMSAT Merauke, Tax Rates.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan
tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
bermotor di Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Sampel sebanyak
100 responden ditentukan menggunakan rumus Slovin dari
populasi wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten
Merauke. Teknik analisis yang digunakan yatiu analisis
deskriptif dan uji asumsi klasik. Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan aplikasi Statistical Package for
Social Sciencess (SPSS) versi 26. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara simultan keempat variabel
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen yaitu kepatuhan waijib pajak. Namun secara
parsial, hanya variabel sanksi pajak yang memiliki pengaruh
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signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien
determinasi menunjukkan  angka sebesar 0,207
mengindikasikan bahwa 20,7% variasi kepatuhan wajib
pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut.
Berdasarkan hasil tersebut, sanksi pajak menjadi faktor
dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak
kendaraan bermotor di Kabupaten Merauke. Pemerintah
daerah diharapkan dapat memperkuat penerapan sanksi
dan meningkatkan efektivitas sosialisasi serta edukasi
perpajakan kepada Masyarakat.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib
Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, SAMSAT Merauke,

Tarif Pajak.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah untuk membiayai pembangunan
daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB adalah pajak atas kepemilikan
suatu kendaraan roda dua/roda empat dengan pendapatan daerah melalui media yang
sama (PKB). Pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan oleh Kantor
Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT). Dengan
berlakunya pajak bagi kendaraan roda dua atau roda empat tersebut, pemerintah dan
kantor SAMSAT di wilayah Kota Merauke melakukan pemungutan pembayaran wajib
pajak terhadap semua pemilik kendaraan bermotor guna menstimulasi kedisiplinan pajak
dan pendapatan asli daerah.

Pengawasan tahunan atas identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor disebut
sebagai “validasi tahunan.” Pertama, Surat Tanda Registrasi Kendaraan Bermotor
(STNK) dikaitkan dengan perpanjangan tahunan dan pembayaran pajak kendaraan
bermotor. Kedua, karena perluasan STNK, plat nomor kendaraan bermotor (TNKB) harus
diperbarui setiap lima tahun. Sebelum STNK berakhir, wajib pajak harus segera
mengajukan permohonan perpanjangan dan membayar pajak yang relevan untuk
menerbitkan STNK dan TNKB baru (Atika, 2022). Secara umum, Ditjen Perimbangan
Keuangan (DJPK) mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
kendaraan bermotor (PKB) di Kalimantan Tenggara sebesar 51,99%. Bila tingkat
kepatuhan bisa ditingkatkan dari 51,99% menjadi 85%, penerimaan PKB diperkirakan
naik menjadi senilai Rp 88,25 triliun, bertambah Rp 34,27 triliun. Dari total 110,87 juta
kendaraan bermotor yang tercatat, terdapat 53,23 juta kendaraan bermotor yang masih
memiliki tunggakan PKB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak sendiri masih
belum bisa antusias dalam kesadaran membayar pajak (news.ddtc.co.id, 2024).

Pada tahun 2022 di UPT SAMSAT Merauke tercatat realisasi penerimaan pajak
kendaraan bermotor melampaui target. Semula target 46,4 miliar dan terealisasi menjadi
54,9 miliar. Program penghapusan denda menjadi salah satu pendorong masyarakat
pemilik kendaraan melakukan pembayaran pokok pajak tapi kebijakan penghapusan
denda pajak tersebut hanya berlaku bagi kendaraan umum dan pribadi. Tidak termasuk
milik pemerintah, karena untuk kendaraan milik pemerintah sudah dianggarkan setiap
tahunnya oleh masing-masing OPD atau lembaga atau instansi (portal.merauke.go.id).
Berikut jumlah kendaraan wajib daftar ulang dan realisasi wajib daftar ulang.
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Tabel 1 Data Wajib Pajak Daftar Ulang Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun Realisasi Tahun Pajak Wajib Daftar Ulang (WDU)
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah Kendaraan 43.677 38.851 37.527 37.810 36.693 37.606
2020 29.359
2021 3.685 27.540
2022 1.395 3.434 26.567
2023 608 912 3.187 26.079
2024 399 445 810 3.074 25.410
2025 Triwulan I 31 44 71 200 899 5.661
Total Realisasi 35.477 32.375 30.635 29.353 26.309 5.661
Total menunggak 8.200 6.476 6.892 8.457 10.384 31.945

Sumber: SAMSAT Merauke (2025)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan dari tahun 2020-
2024 mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2020-2021 dimana
pada tahun 2020 jumlah kendaraan sebanyak 43.677 unit dan pada tahun 2021 menurun
menjadi 38.851 unit. Begitu pun pada total realisasi dari tahun 2020-2024 mengalami
penurunan. Dalam hal ini wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak mengalami
hal yang fluktuatif (berubah-ubah). Dimana pada tahun 2020-2023 mengalami
penurunan total menunggak dari 8.200 unit menurun menjadi 6.892 unit pada tahun
2022. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali dari 8.457 unit
menjadi 10.384 unit pada tahun 2024.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum
patuh terhadap perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Merauke.
Oleh karena itu demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk
suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi pajak merupakan suatu
tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang berhubungan dengan pajak yang
melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Sanksi tersebut
juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang
melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada
konsekuensi hukum yang bisa terjadi, baik sanksi berupa denda administrasi, hukuman,
maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya (Darmayanti, 2016).

Selain dari kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan tarif pajak, wajib pajak juga
perlu adanya sosialisasi perpajakan. Penelitian terdahulu oleh Wahyudin dan Diki (2021)
menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan waijib
pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak dilakukan untuk
memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan
tentang arti pentingnya membayar pajak dan wajib pajak memiliki kesadaran untuk
membayar pajak sehingga pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi
perpajakan, namun kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan
dengan media-media lain yang lebih diketahui Masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena
apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga
memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Puspayanti, 2022). Kepatuhan wajib
pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak
yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka dapat
menghambat pembangunan negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah
wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan
tersebut digunakan untuk apa saja.
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Pada penelitian ini, yang termasuk variabel bebas adalah sosialisasi pajak,
kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak. Sedangkan variabel terikatnya
adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Merauke. Oleh karena
itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keempat faktor
tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan
bermotor.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori atribusi, yang mana menurut Heider
(1958), teori atribusi menjelaskan proses bagaimana seseorang dapat mengetahui
faktor-faktor mengenai perilaku individu atau penyebab individu melakukan suatu hal.
Teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku individu tersebut.
Terdapat dua faktor yang diketahui dalam teori atribusi yaitu faktor internal dan juga
faktor eksternal. Faktor internal bisa terjadi karena kendali dari dalam diri individu
sedangkan faktor eksternal terjadi diluar kendali individu. Teori ini menjelaskan bahwa
ketika individu mengamati perilaku individu lainnya, individu tersebut berupaya untuk
menjelaskan apakah perilaku tersebut disebabkan pihak internal maupun eksternal
(Valentino, 2019). Sedangkan menurut Graham (1997) menyatakan mengenai
dispositional attribution dan situational attributions. Dispositional attributions merupakan
suatu penyebab internal yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi
diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan situational attributions merupakan penyebab
eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku
seseorang, misalnya kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, teori atribusi erat kaitannya dengan
kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didasarkan atas dua faktor, yaitu
internal dan eksternal. Variabel dalam penelitian yang menjadi faktor internal adalah
kesadaran wajib pajak. Sedangkan yang menjadi variabel faktor eksternal adalah
sosialisasi pajak, sanksi pajak dan tarif pajak.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pengertian data
kuantitatif menurut Sugiyono (2016) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan
memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data
kuantitatif digunakan untuk mendapatkan pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran pajak,
sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Empat variabel independen yang menjadi fokus metodologi kuantitatif penelitian ini.
Variabel penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, serta
analisis dan semuanya tercakup dalam desain penelitian. Data primer untuk penelitian
ini dikumpulkan dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berbasis kuesioner.

Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengguna kendaraan bermotor yang terdaftar
pada kantor SAMSAT Kabupaten Merauke yaitu sebanyak 37.606 unit kendaraan
bermotor. Sampel merupakan sebuah bagian yang berasal dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini sampel adalah
sebagian pengunjung Kantor SAMSAT Kabupaten Merauke. Penentuan sampel dari
penelitian ini menggunakan rumus slovin, dengan demikian, jumlah sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden pengguna kendaraan
bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Merauke.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengujian hipotesis pertama yang telah dilakukan dengan
menggunakan metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa sosialisasi
pajak memiliki nilai t hitung < t tabel yakni 0,407 < 1,664 dan nilai signifikan sebesar
0,685 melebihi batas signifikan yang ditetapkan (0,05), maka dapat dinyatakan bahwa
Sosialisasi Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.
Dengan hasil tersebut, maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa sosialisasi pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Sosialisasi perpajakan memiliki tujuan utama untuk
mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, bila pelaksanaannya tidak menyasar target
yang tepat, maka efektivitasnya berkurang. Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi pajak
termasuk faktor eksternal yang dapat memengaruhi cara wajib pajak menilai dan
memahami kewajiban perpajakan, termasuk ketentuan sanksi.

Hasil dari pengujian hipotesis kedua yang telah dilakukan dengan menggunakan
metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak
memiliki nilai t hitung < t tabel yakni 1,305 < 1,664 dan nilai signifikan sebesar 0,195
melebihi batas signifikan yang ditetapkan (0,05), maka dapat dinyatakan bahwa
Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak secara parsial. Dengan hasil tersebut, maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X2) tidak berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Kesadaran pajak merupakan
keadaan di mana individu sebagai wajib pajak memahami, menyadari, dan secara
sukarela menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Jika dikaitkan dengan teori atribusi, kesadaran ini termasuk faktor internal
karena berasal dari dalam diri wajib pajak, seperti kepribadian, pengetahuan, dan
kemampuan yang berada dalam kendalinya. Namun, pada kenyataannya, masih banyak
wajib pajak di Merauke yang belum memiliki kesadaran mengenai pentingnya membayar
pajak kendaraan bermotor.

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yang telah dilakukan dengan menggunakan
metode analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memiliki nilai
t hitung > t tabel yakni 3,345 > 1,664 dan nilai signifikan sebesar 0,001 kurang dari
batas signifikan yang ditetapkan (0,05), maka dapat dinyatakan bahwa Sanksi Pajak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.
Dengan hasil tersebut, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor (Y). Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan
berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan dipatuhi oleh
wajib pajak, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.
Dalam konteks teori atribusi, sanksi digolongkan sebagai faktor eksternal karena
dipengaruhi oleh cara wajib pajak memandang dan menilai kewajiban perpajakannya.
Di wilayah Merauke, keberadaan sanksi terbukti turut mendorong kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa variabel
Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak secara simultan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten
Merauke. Hal ini dibuktikan melalui nilai F hitung sebesar 7,554 yang lebih besar dari F
tabel sebesar 2,47, serta nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05.
Artinya, secara bersama-sama keempat variabel bebas tersebut memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, nilai koefisien determinasi
(R2) sebesar 0,207 menunjukkan bahwa pengaruh keempat variabel terhadap
kepatuhan hanya sebesar 20,7%, sedangkan sisanya sebesar 79,3% dipengaruhi oleh
faktor lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat
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kepatuhan waijib pajak kendaraan bermotor di Merauke masih tergolong rendah,
meskipun keempat faktor tersebut berpengaruh secara bersama-sama. Oleh karena itu,
diperlukan upaya dari pemerintah untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat
mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, khususnya di wilayah
Kabupaten Merauke, agar tingkat kepatuhan dapat meningkat di masa yang akan
datang.

SIMPULAN

Sosialisasi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Merauke dengan nilai koefisien regresi 0,407
dan signifikansi sebesar 0,685. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Merauke dengan
nilai koefisien regresi 1,305 dan signifikansi sebesar 0,195. Sanksi Pajak secara parsial
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Merauke dengan nilai koefisien regresi 3,345 dan signifikansi sebesar 0,001. Tarif Pajak
secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
di Kabupaten Merauke dengan nilai regresi 1,179 dan signifikansi sebesar 0,241.
Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak secara simultan
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Merauke dengan nilai Fhitung 7,554 dan nilai signifikansi 0,000.

Disarankan agar pelaksanaan sosialisasi pajak dilakukan secara lebih terarah dan
menyentuh langsung masyarakat yang menjadi wajib pajak. Strategi yang dapat
diterapkan meliputi pemanfaatan media digital, penyuluhan lapangan, serta kerja sama
dengan tokoh masyarakat atau lembaga pendidikan, sehingga informasi perpajakan
dapat tersampaikan secara efektif dan merata. Pemerintah daerah sebaiknya
menggencarkan program edukasi perpajakan yang bersifat menyentuh aspek pribadi
masyarakat, seperti menjelaskan secara konkret manfaat pajak bagi pembangunan
daerah serta konsekuensi apabila tidak taat. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan
sosial masyarakat, seminar lokal, maupun media komunikasi yang mudah dijangkau oleh
semua kalangan.

Karena sanksi terbukti memiliki pengaruh terhadap kepatuhan, maka penting
bagi pemerintah untuk terus menegakkan aturan perpajakan secara tegas dan
berkelanjutan. Selain itu, informasi tentang jenis dan konsekuensi sanksi perlu
disosialisasikan secara rutin agar menjadi pemicu bagi wajib pajak untuk lebih disiplin
dalam melaksanakan kewajibannya. Meskipun tarif tidak berpengaruh secara signifikan,
namun pemerintah tetap perlu menjaga agar tarif yang dikenakan tetap proporsional
dan tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam penyampaian
perhitungan tarif pajak juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap sistem perpajakan. Karena seluruh variabel secara bersama-sama
memengaruhi kepatuhan wajib pajak, maka pendekatan yang digunakan pemerintah
dalam meningkatkan kepatuhan harus bersifat menyeluruh. Artinya, peningkatan
kualitas sosialisasi, kesadaran, penegakan sanksi, serta kebijakan tarif harus dilakukan
secara terpadu untuk menciptakan perilaku taat pajak yang berkelanjutan.
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